
3. Undang-Undang Nomor 33 'I'ah'un 2004 tentang Pcrimbangan 
Keuc, .;:an Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. T'ambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun ·2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049): 

~,gat 

~bang: a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hotd sesuai 
ketentuan Pasal 3 s/d Pas.al 7 Bagtan Kedoa Peroruran Oacrah 
Kabupaten Bekasi Nomor I Ta!Jun 2011 ten tang Pajak Daerah 
s,,bagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah, pelaksanaannya perlu di tetapkan Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Pernunguran Pajak Hotel; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagalmana dimaksud dalam 
huruf a diatas, Pedoman Teknis Pelaksanaan Pcmungutan Pajak 
Hotel tersebut perlu di retapkan dengan Peraturan Bupati 

l. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang P~mbeniukan 
Oaerah-daerah Kabupa.ten dalam Lmgkungan Propinsi Djawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang'.Undang Nomor 1 Tahun 2004 rentang Pcrbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 xomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

BUPAT! BEKASl, 

PEDOMAN TEKNIS PELi\KS.'\NAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK HOTEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAi"G MAHA ESA 

TENT-ANG 

NO MOR 
PERATUR<W BUPATl BEKASI 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
PcratUran Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20il Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tailun 2014 tentang Pf:me-nnrn.han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ?engelolaan 
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578): 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Perr,anfaatan Jnsentif Pernungutan Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repub!1k 
Indonesia Tahun 2010 Noruor 1-10. Tambahan Lernbaran Kegara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

JO. Peraturan Daerah Kabuparen Bekas- Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupatcn Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

J !. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lernbaran Oacrah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2010 Nomor 7); 

12. Pcraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 2011 
Nomor l) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 71; 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 201~ tentang 
Orgamsasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekast (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8]; 

14. Pcraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B tanun l007 tentana = 
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi {Berita Daerah K,1,bupaten Bekasi 
Nomor 14 B); 

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 201 I tentang Petunjuk 
Teknls Perpajakan Daerah Kabupatcn Bekasi (Berlta Oaerah 
Kabupaten Bekasi Non.or 45}. 
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--"--= t'l":'atur..n 1n1 yang dimaksud dengan : 

= zdalah Kabupaten Bekasi; 
~ Daerah adaiah Bupati Bekasi; 

Xena Perangkat Dacrah dismgkat SKPD adalan Orgarusasi F'er-,,ngka1 
=-ah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak uaerah. 

~ Saruan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkai 
~ vang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah. 
C!'s:rmng Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penvimpanan uang daerah 
r:a:::g c tentukan oleh Kepala Daerah unruk menampung seluruh penerimaan 
~..ll! dar. membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang dnentukan . 

.:.at adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dJ bidang perpajakan daerah 
~a1 ketentuan i:-::-aturan perundang-undangan. 
~turan Bupati adaiah naskah dinas dalam bcntuk dan susunan produk hukum 
~g bersifat pengaturan dan dnetapkan oleh Bupati. 

?.r,,a,< Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kcpada 
~ yang ter-rtang oleh pribadi arau badan yang bersifat memaksa bcrdasarkan 
...ang- Undang, dengan tidak mcadapatkan imbalan secara langsung dan 

. -nalcan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyar. 
a.'< Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
rel adaJah Iasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa 
"'111 lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, Iosmen, 

,;,: uk psriwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, apanemen arau kondomimum 
=g pengetolaannya setara dengan hotel serta ruman kos dengan jumlah kamar 

k!>lb dari 10 (sepuluh) . 
..mah Kos adalah • penginapan yang rnermliki ska.la jangka waktu rertenru 

~gan memungut bayaran dan memenuru kriteria satu luasan atau saru 
,ampar-'<Ul dcngan satu kepemilikan, adanya fasilitas pendingin udara (ACI. adanya 

srluas M<.:K di dalam kamar dan/ atau memberikan kernudahan dan 
enyamanan, terrriasuk fasilitas lainya. 

·.-'ajlb Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pernbavar pajak, pemotong 
;,ajak, pernungut pajak, yang mempunyai hak clan kewajiban perpajakan sesuai 
ll~ngan ketentuan peraturan perundang-undang perpaiakan daerah. 
?a>anggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bcrtanggung jawab atas 
pembayaren pajaJ.. termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
"eq:ajiban wajib pajak sesuai dcngan ketentuan peracuran perundang-undangan 
perpajakan 

Kl:TEKTt:AN u~rU~I 
Pasal I 

BAB I 

MEMUTCSiCAN : 

: PERATURAN BUPATI TEl'<"TANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN 
PAJAK HOTEL 



DASAR PENGENAAN, TARrF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal S 
lJ Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah [umlah pembayaran arau yang senarusnya 

dibayar kepada hotel. 

BAB Ill 

TIG<(k terrnasuk objck Pajak Hotel : 
a. jasa sewa apartemcn, kondominium yang tidak setara dcngan hotel: 
b. jasa tempat tinggal di pusar pendidikan atau kegiatan keagamaan: 
~asa rernpat t: .. ggal di ru mah sakit, asrama perawat, panu Jorn po. pan ti 

asuhan, dan panti social lainnya yang sejems; dan 
d. jasa biro perjalanan arau perjalanan wisata yang diselenggarakan oteh hotel 

yang dapat dimanfaatkan oleh umum 

Pasal 5 

Su!>jek Pajak Hotel arlalah orang pribadi atau badan yang mclakukan pembayaran 
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mcngusahakan hotel. 

Pasal 4 

Pasal 2 
...n:gan nama Pajak Hotel dipungut ams pelayanan yang disedtajcan olen hotel. 

Pasal 3 

ObJek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel c!engan 
pembayatan, rermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang si!atnya 
12:ffilberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan 
-.l.Duran . 
.tasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah fasilitas telepon, 
fa.'<simili. ieteks, internet, fotocopy, pelayanan laundry, rransporrasi, dan fasilitas 
sejems lalnnyayang disediakan atau dikelola hotel. 
F:,silitas olah raga clan hiburan sebagaimana dimaksud ayai ( l) adah fasilitas 
vang disediakan cleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum. 
Unn k tamu hotel yang hanya menggunakan fasilitas o:ahraga dan hibumn atau 
sarana lainnya dcngan dipungut bayaran dikenakan pajak daerah lainnya sesuai 
dcngan kerentuan yang berlaku. 
?.umah Kos (Wajib pajak) dengan jumlah karnar lebih dari to (scpuluh). yang 
iasilitasnya terdapat pendingin udara {AC), adanya rasuuas MCI< didalarn 
kamar, dikenakan kewajlban memungur paj~~ hotel kepada p-.nggun,'\ jasa 

• Rumah kos/penyewa. 

NAMA, OBJEK, SUBJE;K DAN WAJIB PAJAK 

BABU 



BABV 

'l'EKNIS Pi::LAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL 

Pasal 10 
!'1,)l'k Hotel dipungut di Wilayah Kabupatea Bekasi. 

- Pernungutan Pajak Hotel yang menggunakan media pungutan bill atau sejenisnya 
•·211g dipersarnakan, media pungutan rersebut agar diperforasi terlebih dahulu 
melalut Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

- Hasu pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2) disetorkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah, 

, "-Jib Pajak Hotel, wajib menyetor untuk mernbayar Pajak Hotel ke Rekerung Kas 
vmum Daerah. 
Penyetoran untuk membayar sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I) dilakukan 
"81lng lama 15 (lima betas) hari kerja setelah berakhimya masa pajak. 
'>lasa Pajak adalah jangka waktu I [satu] bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
.,_.-£-'ib Pajak unruk menghitung, menyctor, dan meiaporkan paiak yang rernutang. 
Apabila batas waktu penyetoran u ntuk membayar sebagaimana ayat (2) jarun 
p;,da hari libur, maka batas waktu pernoayaran jatuh pada han berikutnya. 

!'embayaran Pajak Hotel dibayar sendiri oleh wajib Pajak (self ossesme,u). 
- Pajak dibayar atas pelayanan yang d.isediakan oleh hotel dengan pembayaran. 

Pasal 9 

Pasal 8 

BAB IV 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETOP.AN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

:lt'=ya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dcngan cara mengalikan tan! 
:,ajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 
~ana dimaksud dalam Pnsal 5. 
"'ajak yang terutang dipungut di wilayah daerah rempat hotel berlokasi 

P.asal 7 

-anr?ajak Hotel dtretapkan sebesar 10 % [sepuluh persenJ. 

Pasa! 6 

Y..::g dimaksud dengan i,img seharusn-a drbayar kepada Ho.el sebagaimana 
(l·:,,a~:sud ayar (!), zermasuk potongan harga diskon. service ct:arge. voucer, 
1San / atau dengan nama lam yang sejenis dart harga jual yang berlaku. 



• 

ditctapkan di : Cikarang Pusat 
pad a tanggal : 7 , -~'"'- r i · 

I· BUPATI BE KASI ;I 

~ran Bupa,i ini mulai berlaku pada tanggal diund3ngkan 

~ ... uap orang mengetahuinya, memerintahkan per.gundangan Perarnran Bupari im 
-=n p<-''ltmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 11 

BAB Vl 
KET&NTUAN PE:NUTIJP 


